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Histori Abstrak
artikel Abstract
Received: Artikel ini mengkaji secara mendalam tentang tanggung jawab hukum penjual dalam perjanjian jual beli
02-7-2024 online di Indonesia dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek regulasi yang ada,
tantangan-tantangan signifikan yang dihadapi dalam implementasi tanggung jawab penjual, serta
Accepted: memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam konteks
16-7-2024 transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform digital. Fokus utama dari penelitian ini terletak pada
evaluasi efektivitas dari regulasi hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Published: dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tantangan praktis yang
30-7-2024 muncul seperti kasus penipuan dan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang disediakan oleh

penjual. Dalam artikel ini juga diusulkan berbagai perbaikan yang meliputi peningkatan regulasi yang
lebih spesifik, penegakan hukum yang lebih tegas, dan strategi edukasi yang komprehensif untuk
konsumen dan penjual guna menciptakan lingkungan e-commerce yang lebih aman dan terpercaya.
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This article examines in depth the legal responsibilities of sellers in online sales and purchase
agreements in Indonesia by identifying and analyzing various aspects of existing regulations, the
significant challenges faced in implementing seller responsibilities, as well as providing strategic
recommendations to strengthen consumer protection in the transaction context. buying and selling
carried out via digital platforms. The main focus of this research lies in evaluating the effectiveness of
applicable legal regulations, including the Civil Code and Law no. 8 of 1999 concerning Consumer
Protection, as well as practical challenges that arise such as cases of fraud and goods that do not match
the description provided by the seller. This article also proposes various improvements including
increasing more specific regulations, stricter law enforcement, and comprehensive education strategies
for consumers and sellers to create a safer and more trustworthy e-commerce environment.
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PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, perkembangan teknologi digital dan internet telah mengubah secara

fundamental cara masyarakat bertransaksi, mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan sehari-
hari dan memunculkan tren yang sangat signifikan dalam dunia perdagangan. Salah satu fenomena
paling menonjol dari revolusi ini adalah kemunculan e-commerce, atau perdagangan elektronik,
yang memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli secara online dengan
kemudahan dan kecepatan yang sebelumnya tidak mungkin dicapai melalui metode tradisional. Di
Indonesia, gelombang transformasi digital ini telah memberikan dampak besar, tidak hanya pada
cara konsumen berbelanja, tetapi juga pada bagaimana penjual melakukan bisnis, serta pada

seluruh ekosistem ekonomi secara umum.
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Seiring dengan pesatnya adopsi platform e-commerce, muncul berbagai tantangan baru yang
mengarah pada kebutuhan mendesak untuk penyesuaian dan penguatan regulasi hukum,
khususnya dalam hal tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi jual beli online. Di bawah
payung hukum yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab penjual diatur dengan tujuan untuk
melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi. Namun, kecepatan
perubahan dalam lanskap digital seringkali melampaui kemampuan regulasi yang ada untuk
mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang muncul, seperti penipuan online, barang yang
tidak sesuai deskripsi, dan isu-isu terkait pengembalian barang.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tanggung jawab hukum penjual dalam
perjanjian jual beli online di Indonesia dengan fokus pada beberapa aspek utama: pertama,
pemahaman tentang kerangka hukum vyang ada dan bagaimana regulasi tersebut
diimplementasikan dalam konteks transaksi digital; kedua, identifikasi dan analisis tantangan-
tantangan signifikan yang dihadapi baik oleh penjual maupun konsumen dalam praktik sehari-hari;
dan ketiga, pengembangan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat memperkuat perlindungan
konsumen serta meningkatkan kepatuhan penjual terhadap kewajiban hukumnya.

Penggunaan teknologi informasi dalam transaksi jual beli memberikan banyak keuntungan,
seperti akses yang lebih luas dan efisiensi waktu, namun juga menimbulkan risiko baru yang
memerlukan perhatian serius dari segi hukum. Dengan munculnya berbagai kasus sengketa yang
berkaitan dengan penipuan online, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, dan kesulitan dalam
proses pengembalian, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa regulasi saat ini mungkin belum
sepenuhnya memadai untuk mengatasi kompleksitas dan dinamika yang ada dalam transaksi
digital. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada efektif dalam
mengatur tanggung jawab penjual dan melindungi konsumen, serta mempertimbangkan apakah
perlu adanya peraturan tambahan atau reformasi hukum untuk menjawab tantangan baru ini.

Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan tidak hanya untuk mengidentifikasi kelemahan
dalam regulasi saat ini, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang dapat membantu pembuat
kebijakan, pelaku e-commerce, dan masyarakat umum dalam memahami dan menangani isu-isu
hukum yang muncul dalam perjanjian jual beli online. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil
penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan praktik yang
lebih adil dalam transaksi e-commerce di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data

dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, wawancara dengan praktisi hukum dan pelaku e-
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commerce, serta studi kasus mengenai sengketa jual beli online di Indonesia. Analisis dilakukan
untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat

perlindungan konsumen.

PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Tanggung Jawab Penjual di Indonesia
Tanggung jawab penjual dalam perjanjian jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?2,
Namun, dengan perkembangan e-commerce, diperlukan regulasi tambahan yang spesifik untuk
mengatasi isu-isu yang muncul dalam transaksi jual beli online.
2. Tantangan dalam Implementasi Tanggung Jawab Penjual
1.Keterbatasan Regulasi yang Ada Meskipun KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen
sudah ada, masih terdapat banyak kelemahan dalam menangani masalah-masalah yang
khas dalam jual beli online, seperti penipuan, barang tidak sesuai deskripsi, dan masalah
pengembalian barang?.
2.Kurangnya Penegakan Hukum Salah satu tantangan utama adalah penegakan hukum yang
kurang efektif. Banyak kasus sengketa jual beli online yang tidak ditindaklanjuti dengan
serius oleh pihak berwenang?.

3. Studi Kasus: Sengketa Jual Beli Online di Indonesia
1.Kasus Penipuan Jual Beli Online Kasus penipuan jual beli online yang melibatkan platform e-
commerce besar menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan
hukum. Banyak konsumen yang merasa dirugikan karena barang yang dipesan tidak pernah
dikirim atau tidak sesuai deskripsi®.
2.Kasus Barang Tidak Sesuai Deskripsi Kasus lain yang sering terjadi adalah ketidakpuasan
konsumen terhadap barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh
penjual. Proses pengembalian barang seringkali rumit dan tidak transparan, menyebabkan
kerugian bagi konsumené.
4. Rekomendasi untuk Memperkuat Tanggung Jawab Penjual
1.Peningkatan Regulasi Perlu ada regulasi tambahan yang lebih spesifik mengatur tanggung
jawab penjual dalam transaksi jual beli online, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa
yang lebih efisien”.
2.Peningkatan Penegakan Hukum Penegakan hukum harus ditingkatkan dengan memberikan
wewenang lebih kepada lembaga perlindungan konsumen dan memperkuat kerjasama

dengan platform e-commerce?.
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3.Edukasi Konsumen dan Penjual Edukasi konsumen mengenai hak-hak mereka dalam
transaksi jual beli online juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan
kemampuan mereka dalam melindungi diri dari penipuan®. Penjual juga perlu diberi edukasi
mengenai tanggung jawab hukum mereka untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum penjual dalam perjanjian jual beli
online di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya
mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya

peningkatan regulasi, penegakan hukum, dan edukasi untuk memperkuat perlindungan konsumen..
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